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Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tcntang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lcrnbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
540 u, 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Menimbang : a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Dacrah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu rnernbentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah, 
Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur. 

BUPATI KOLAI<A TIMUR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ES/\ 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERT.I\. TATA KERJA BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI 10\BUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 44 TJ\HUN 2016 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN I'. 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupatcn 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Sadan adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur. 
6. KepaJa Sadan adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan 
Kabupaten Kolaka Timur. 

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut 
UPTB adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknts penunjang tertentu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSVNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SADAN PERENCANA.I\N PEMBANGUNAN DAERAH, 
PENELITIAN DAN PENOEMBANOAN KABUPATEN KOLAKA 
TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang 
Pemerintahan Daerah \Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244,. Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali t.erakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang pcrubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpub!ik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemer intah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembetunkan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka TimurTahun 2016 Nomor 21). 
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{ l) Baclan adalah u nsur penunjang yang menjadi kewenangan 
Dae rah. 

Pasal s 

Bagian Kesa.tu 
Kedudukan Organisasi 

BAB lII 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGAN!SASl 

l I) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelengga.raan 
urusan pemerintahan untuk urusan penunjang. 

(3) Penentuan intensitas pcnyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana climaksud pada ayat (2), 
ditaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengemba.11gan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan 
penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan diwa.dahi dalam bentuk Badan. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayana.n Iungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan ketrarnpilan tertentu di 
lingkungan Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur. 
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(1) Susunan Organisasi Sadan terdiri atas : 
a. Kepala Sadan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Sidang Ekonorni; 
d. Bida.ng Sosial Budaya dan Pemerintahan: 
e. Bidang Pcngembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana; 
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Badan; 
h. Kelompok Jabatan Fungsiona1. 

(2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susuan Organisasi 

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 6, Sadan menyelenggarakan Iungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis di biclang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan daerah; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis atas penyelenggaraan 

pernerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian 
dan pengernbangan daerah; 

c. pemantauan , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan 
pengembangan daerah; 

d. pemoinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
pcnunja.ng urusan pcmerintahan Dacrah di bidang 
perencanaan, penelitian clan pengernbangan daerah: 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan Dacrah clan layanan 
pengadaan barang/jasa di Iingkup Sadan; 

f. pelal,sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas clan fungsi Badan. 

Pasal 7 

Sadan mempunyai tugas mclaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, 
menyusun dan melaksanakan kcbijakan daerah di bidang 
perencanaan clan bidang penelitian dan pengembangan. 

Pasal 6 

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian kcgiatan Sadan; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran Sadan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang 
daerah, rencana pembanguna.n jangka menengah daerah 
dan rencana kerja perncrintah daerah; 

d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah Badan; 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mernpunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana kegiatan, mengoordinasikan dan memberikan 
pelayanan adminstratif dan fungsional kepada semua 
unsur di lingkungan Sadan, penyelenggaraan adrninistrasi 
urnum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan 
rumah tangga, pcrjalanan dinas, kearsipan dan 
ketatalaksanaan serta penyusunan program Badan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada l<epala Sadan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekrctariat 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, 
mengoordinasikan. merencanakan serta menetapkan kebijakan 
dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua 
kegiatan Sadan serta bertanggung jawab atas terlaksananya 
tugas dan fungsi Sadan. 

Pasal 9 

Sagian Kesatu 
Kepala Sadan 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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( 1) Sub Bagian Program sebagaima.na dima.ksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas menyiapkan 
pelaksanaan MUSREMBANG, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA 
PPAS, La.kip Badan, RKA Badan, LPPD Badan dan 
menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah, rnenyiapkan bahan koordinasi 
penyusunan rencana strategis, penyusunan program dan 
rencana kerja Sadan, koordinasi penyelengga.raa.n layanan 
dukungan kegiata.n perencanaan pernbangunan daerah 
Badan da.n pelaksanaan pclaporan t.cntang kinerja 
prograrn/kegiatan Badan. 

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas menyiapkan kebijaka.n teknis pengelolaan keuangan 
dan perlengkapan sesuai kebutuhan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas, mengajukan rencana kerja anggaran 
melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokurnen 
pengguna anggaran, pengelolaan administrasi keuangan 
berdasarkan jukla.k/juknis untuk tertibnya administrasi 
keua.ngan da.n menyusun laporan pelaksanaan tugas secara 
berkala sebagai ba.han evaluasi. 

Pasal 13 

( l) Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaia.n. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagia.n yang berada dibawa.h dan 
bertanggungjawab kepada Sekreta.ris. 

Pasal 12 

c. pernbinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi yang 
melipuri ketatausanaan, kepegawaia.n, keua.nga.n, 
kerumahtanggaa.n, kerja sarna, hubungan rnasyarakat, 
arsip dan dokumentasi Badan; 

f. pembinaan, penataan organisasi dan ta.ta laksana; 
g. penyelenggaraan pengelolaa.n ba;·.:..ng milik/kekayaan 

Daerah dan layanan pengadaan barang /jasa di lingkup 
Badan; 

h. pengoordinasian pernantauan, evaluasi, pengendalia.n dan 
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan 
Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah; 

1. pelaksa.naan fungsi lain yang diberikan Kepala Sadan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayar (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan pcrurnusan kebijakan tcknis di bidang 

pcngembangan dunla usaha clan pengembangan ekonomi 
produksi seria pengclolaan sumber daya aJam; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran 
bidang pengembangan du nia usaha dan pengernbangan 
ekonorni produksi scrta pengelolaan sumber daya alam; 

c. pcngoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 
pcngernbangan dunla usaha clan pengembangan ekonorni 
produksi serta pcngelolaan surnber daya alam: 

d. pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis 
pcrencanaan pembangunan clacrah tahunan, jangka 
mencngah dan jangka panjang di bidang pengembangan 
dunia usaha dan pengembangan ekonorni produksi scrta 
pengelolaan sumber daya alam; 

e. pclaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di 
bidang pengembangan clunia usaha dan pengembangan 
ekonomi produksi sorta pengelolaan sumber daya alam; 

f. penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan 
daerah bidang pengembangan dunia usaha dan 
pengernbangan ekonomi produksi serta pengclolaan sumber 
daya alam; 

Pasal 15 

(1) Bidang Ekonomi mernpunyal tugas melakukan koordmasi, 
sinkronisasi dan fasilitasi kegiatan pcrencanaan 
pembangunan di daerah, pembinaan, pengawasan scrta 
evaluasi pengembangan usaha dan pengembangan ekonomi 
produksi serta pengelolaan sumber daya alam. 

(2) Bidang scbagaimana dimaksucl pad a ayat ( 1), dipimpin oteh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

I 
Pasal 14 

I 
I 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas menghimpun kebijakan tcknis adrninistrasi 
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan 
tugas, penyusunan rencana pengelolaan administrasi 
kepegawaian bcrdasarkan pedoman untuk kelancaran 
tugas unit, menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai 
formasi untuk optirnalisasi pelaksanaan tugas unit, 
mernbuat usulan pcrmintaan pegawai sesuai kebutuhan 
untuk kelancaran tugas unit, menyusun daftar induk 
kepegawaian sesuai petunjuk pclaksanaarr/pctunjuk teknis 
untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian, pengelolaan 
administrasi kepegawaian mclalui data urut kepcgawalan 
dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian 
serta mcnyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi. 

Bagian Kctiga 
Bidang Ekonomi 

I 
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( 1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas : 
a. menghirnpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasl dan pelaporan di hidang 
perekonornian, perindustrian dan perdagangan, koperasi, 
usaha rnikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan 
pariwisata, pcnanaman modal dan pemberdayaan badan 
usaha milik daerah; 

b. mcnyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis di 
bidang pengembangan dunia usaha, yang mcliputi 
bidang perekonomian, pcnndustrian dan perdagangan, 
koperasi, usaha mikro. kecil dan menengah, kebudayaan 
dan pariwisata, penanaman modal dan pernberdayaan 
Sadan Usaha Milik Daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang pengembangan dunia 
usaha; 

d. mcnyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan adrninistrasi perencanaan, bahan kerangka 
rcncana pcmbiayaan dan bahan penyajian data dan 
inforrnasi di bidang pengcmbangan dunia usaha: 

e . menyiapkan bahan pernbinaan, pernantauan dan 
pengcndalian di bidang pengernbangan dunia usaha: 

Pasal 17 

(I) Bidang Ekonomi terdiri atas: 
a. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; 
b. Sub Bidang Ekonomi Produksi; 
c. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( lj, dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. 

Pasal 16 

g. penyajian data dan informasl di bidaag pengembangan 
dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi serta 
pengelolaan surnbcr daya alam: 

h. pelaksanaan pembinaan, pernantauan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan pengembangan dunia usaha dan 
pengernbangan ekonorni produksi scrta pengelolaan sumber 

daya alam; I i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 
pengcmbangan dunia usaha dan pengcmbangan ekonorni 
produksi serta pengelolaan surnber daya alarn; 

j, penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ekonomi; 
1, k. penyusunan laporan kinerja program bidang 

perencanaan perckonomian; 
I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sadan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengernbangan dunia usaha; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang pcngembangan dunia usaha; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program 
Sub Bidang pengcrnbangan dunia usaha, 

(2) Sub Bidang Ekonomi Produksi sebagairnana dimaksud 
dalam PasaJ 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pcngembangan ekonomi produksi yang meliputi bidang 
pertanian, kelautan dan perikanan, pasar serta 
ketahanan pangan: 

b. menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan teknis di 
bidang pengernbangan ekonomi produksi mcliputi bidang 
pertanian, kelautan dan perikanan, pasar serta 
ketahanan pangan; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang pengernbangan 
ekonomi produksi; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang pengernbangan 
ekonomi produksi; 

e. menyiapkan bahan fasilitasi pcrencanaan, bahan 
pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajtan data dan 
informasi di bidang pengembangan ekonomi produksi; 

f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan 
ekonomi produksi; . 

g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
bidang pengernbangan ekonomi produksi; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan rcalisasi 
anggaran Sub Bidang Ekonomi Produksi; 

i. bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang 
Ekonomi Produksi. 

(31 Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mernpunyai 
tugas : 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, cvaluasi dan pelaporan di bidang 
pengelotaan sumber daya alarn; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan pengelolaan sumber daya alam; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program 
dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan 
pengelolaan sumber daya alam; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan administrasi percncanaan, bahan kcrangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan 
informasi di bidang perencanaan pcngelolaan sumber 
daya alarn; 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( 1), 13idang Sosial Budaya dan Pemerintahan 
mcnyelenggarakan fungsi : 
a. pcnyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial 

budaya, pengembangan sumber daya manusia, 
pemerintahan dan kescjahteraan rakyat; 

b. penyusunan rencana program dan rencana kcrja anggaran 
di bidang percncanaan sosial budaya dan pcmerintahan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 
sosial budaya dan pcrcncanaan pcmerintahan; 

d. pelaksanaan pclayanan adrninistrasi perencanaan 
pernbangunan dacrah tahunan, pembangunan daerah 
jangka menengah dan pembangunan daerah jangka 
panjang di bidang pcrencanaan sosial budaya, 
pengernbangan surnbcr daya manusia, pcrnerintahan dan 
kesejahteraan rakyat: 

e. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan dacrah di 
bidang pcrencanaan sosial budaya, pengembangan sumber 
daya manusia, pcrncrintahan dan kescjahtcraan rakyat: 

f. penyusunan kerangka rencana pembiayaan pernbangunan 
daerah bidang percncanaan sosial budaya, pengcmbangan 
surnber daya manusia, pemcrintaha.n dan kescjahteraan 
rakyat; 

g. penyajian data dan informasi di bidang pcrencanaan sosial 
budaya dan percncanaan pemerintaha.n; 

h. pelaksanaan pembinaan. pernantauan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan perencanaan sostal budaya dan 
pcrencanaan pemcrintahan; 

Pasal 19 

( u Bidang Sosial Budaya dan Pcmerintahan mempunyal rugas 
rnclaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pernbinaan, 
pcngawasan, pcngendalian serta evaluasi perencanaan 
sosial budaya, pengcmbangan sumber daya manusia, 
pcmcrintahan dan kesejahteraan rakyat. 

(2) Bidang Sosial Budaya dan Pernerintahan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l ), dipimpin olch Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan. 

Pasal 18 

Bagian Keernpat 
Bidang Sosial Budaya dan Pcrnerintahan 

j 
e. menyiapkan bahan pernbinaan, pemantauan, dan 

pengendalian di bidang percncanaan pengelolaan sumber 
daya alam; 

r. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
bidang percncanaan pengelolaan sumber daya alam; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran 
Sub Bidang Pengelolaan Sumbcr Daya Alam. 
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(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat [ l) huruf a, mernpunyai tugas : 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi pcnyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan petaporan di bidang pcndidikan, 
keschatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, pemuda 
dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, pcrnberdayaan 
perempuan dan keluarga bercncana, penanggulangan 
bcncana dan penanganan narkoba: 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan sosial dan budaya yang meliputi 
bidang pcndidikan , kesehatan, tcnaga kerja dan 
transmigrasi, sosial, pernuda dan olahraga, 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pcrempuan 
dan keluarga bcrencana, penanggulangan bencana dan 
penanganan narkoba; 

c. menyiapkan bahan pcnyusunan rencana program dan 
rcncana kcrja anggaran di bidang pcrencanaan sosial dan 
budaya: 

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan adrninistrasi percncanaan, bahan kerangka 
rencana pcmbiayaan dan bahan pcnyajian data dan 
informasi di bidang perencanaan sosial dan budaya; 

e. menyiapkan bahan pcrnbinaan, pemantauan, 
pcngawasan dan pengendalian di bidang perencanaan 
sosial dan budaya; 

f. menyiapkan bahan monitoring, cvaluasi dan pclaporan di 
bidang percncanaan sosial dan budaya; 

g. mcnyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Sosial dan Budaya; 

h. mcnyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program 
Sub Bidang Sosial dan Budaya. 

Pasal 21 I 
I 

( 1) Bidang Sosial Budaya dan Pernerintahan terdiri atas : 
a. Sub Bidang Sosial dan Budaya; 
b. Sub Bidang Pengernbangan Sumber Daya Manusia; 
c. Sub Bidang Pcmerintahan dan Kescjahteraan 

Masyarakat. 
(2) Sub Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan 
Pemerintahan. 

PasaJ 20 

1. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan bidang 
percncanaan sosial budaya dan perencanaan pemerintahan; 

J. penyusunan laporan rcalisasi anggaran Bidang 
Percncanaan Sosial Budaya dan Percncanaan 
Pemerintahan; 

k. penyusunan laporan kinerja program Bidang Perencanaan 
Sosial Budaya dan Percncanaan Pemerintahan; 

i. pelaksanaan fungsi la.in yang dibcrikan oleh Kepala Sadan 
sesuai dengan tugas dan Iungsinya. 
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(2) Sub Bidang Pengcmbangan Sumber Daya Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mempunyai iugas : 
a. rnelaksanakan identifikasi, analisis kebutuhan 

pendidikan dan keterampilan penyuluh berdasarkan 
kondisi daerah; 

b, menyusun perencanaan dan mclaksanakan peningkatan 
kompetensi tenaga penyuluh mclalui pendidikan formal 
dan pelatihan teknis bckerjasama dengan lembaga 
tcrkait; 

c. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan petani melaJui pelatihan; 

d. merencanakan dan melaksanakan kerjasama dcngan 
lernbaga pendidikan dan atau pelatihan bagi penyuluh 
dan petani; 

e. merencanakan dan rnelaksanakan segala bentuk 
pamcrarr/ckspo disernua tingkatan: 

f. mclaksanakan evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengemba.ngan Su rnber 
Daya Manusia. 

(3) Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, 
rnernpunyai tugas : 
a. mcnyiapkan bahan perurnusan kebijakan teknis di 

bidang perencanaan pemerintahan yang meliputi bidang 
hukurn, tata pernerintahan, otonomi daerah dan kerja 
sama, hurnas, kesbangpol dan linmas, 
kepcgawaian daerah, inspektorat, organisasi, umum dan 
protokol, perlengkapan, rurnah tangga, sandi dan 
telekomunikasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 
perpustakaan dan arsip daerah, sekretariat DPRD, 
pelayanan perijinan, kependudukan dan pencatatan sipil, 
satuan polisi pamong praja, pendidikan dan pelatihan 
serta kecamatan dan kelurahan dan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan 
rencana kerja anggaran di bidang perencanaan 
pernerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

c. menyiapkan bahan Iasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan 
informasi di bidang perencanaan pemcrintahan dan 
kesejahteraa.n rakyat; 

d. menyiapkan banan pcmbinaan, pernantauan, 
pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan 
perncrintahan dan kesejahteraan rakyat; 

e. mcnyiapkan bahan monitoring, cvaluasi dan pclaporan di 
bidang perencanaan pcmcrintahan dan kescjahteraan 
rakyat; 

f. mcnyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Pernerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program 
Sub Bidang Pemerintahan dan Kcscjahteraan Rakyat, 
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Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat ( 1), Bidang Pengembangan Wilayah, Sarana dan 
Prasarana menyelcnggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

lingkungan hidup, penataan ruang, sarana dan prasarana 
wilayah; 

b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja 
anggaran perencanaan penataan ruang, lingkungan hidup 
serta pengernbangan sarana dan prasarana wilayah; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang percncanaan 
penataan ruang, lingkungan hidup serta sarana dan 
prasarana wilayah; 

d. pelaksanaan, pclayanan administrasi perencanaan 
pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah 
jangka mcncngah dan pembangunan daerah jangka 
panjang di bidang perencanaan penataan ruang, lingkungan 
hidup serta sarana dan prasarana wilayah; 

e. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di 
bidang penataan ruang, lingkungan hidup serta sarana dan 
prasarana wilayah; 

f. penyusunan kerangka rencana pembiayaan pernbangunan 
dacrah bidang penataan ruang, lingkungan bidup serta 
sarana dan prasarana wilayah; 

g. penyusunan kebijakan dan pengernbangan kawasan 
prioritas, cepat tumbuh andalan, perbatasan dan pesisir; 

h. pcnyajian data dan informa.si di bidang penataan ruang. 
lingkungan hidup dan pengembangan sarana dan 
prasarana wilayah; 

i. pelaksanaan pernbinaan, pernantauan, pengawasan dan 
pcngendalian di bidang penataan ruang, lingkungan hidup 
dan pengcmbangan sarana dan prasarana wilayah; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
penataan ruang, lingkungan hidup dan pcngernbangan 
sarana dan prasarana wilayah; 

k. penyusunan Iaporan kinerja program Bidang 
Pcngembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana: 

Pasal 23 

( i] Bidang Pcngcmbangan Wilayah, Sarana dan Prasarana 
rnempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
mengoordinasikan, mernbina, rnengawasi dan 
mcngcndalikan serta mengevaluasi perencanaan penataan 
ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan sarans 
dan prasarana wilayah. 

(2) Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat (lJ, dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang bcrada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Sadan. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Bidang Pengernbangan Wilayah, Sarana dan Prasarana 
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(1) Sub Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas: 
a. mcnghimpun pedornan dan petunjuk teknis, 

rnclaksanakan koordinasi penyusunan percncanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan 
ruang; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang penataan ruang; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program 
dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan 
penataan ruang; 

d. rnenyiapkan bahan Iasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan adrninistrasi perencanaan, bahan kerangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan 
informasi di bidang perencanaan penataan ruang; 

e. menyiapkan bahan pernbinaan, pernantauan, dan 
pengendalian di bidang perencanaan penataan ruang; 

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
bidang penataan ruang; 

g. rnenyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Penataan Ruang; 

h.menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran 
Sub Bidang Penataan Ruang. 

(2) Sub Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan 
hid up; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan lingkungan hidup; 

c. rnenyiapkan bahan penyusunan rencana program 
dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan 
lingkungan hidup; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan 
inforrnasi di bidang perencanaan lingkungan hidup; 

Pasal 25 

(1) Bidang Pengernbangan Wilayah, Sarana dan Prasarana 
terdiri atas : · 
a. Sub Bidang penataan ruang; 
b. Sub Bidang Lingkungan Hidup; 
c. Sub Bidang Pengembangan lnfrastruktur Wilayah. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan 
Wilayah, Sarana dan Prasarana. 

Pasal 24 

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(1) Biclang Penelitian dan Pengernbangan mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, mengocrdinasikan, membina, 
mengawasi dan mcngendalikan serta mengcvaluasi 
pcrencanaan dibidang pcnelitian dan pengembangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Biclang yang beracla clibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Baclan. 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Bidang Penelitian dan Pengembangan 

e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan 
pengenclalian di bidang perencanaan lingkungan hid up; 

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 
biclang perenca.naan lingkungan hidup; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Lingkungan Hidup; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja 
anggaran Sub Bidang Lingkungan Hidup. 

(3) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, 
mempunyai t.ugas: 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengembangan lnfrastruktur wilayah, sarana dan 
prasarana; 

b. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan tcknis di 
bidang pengembangan sarana dan prasarana wilayah, 
yang meliputi biclang kebakaran, perhubungan, 
komunikasi clan inforrnatika, bina marga, pengelolaan 
surnber daya air dan energi sumber daya mineral, 
pengolahan data clektronik, perumahan rakyat; 

c, menyiapkan bahan penyusunan rencana program 
dan rencana kerja anggaran di bidang pengernbangan 
lnfrastruktur wilayah, sarana dan prasarana; 

cl. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan 
pelayanan adrninistrasi perencanaan, bahan kerangka 
rencana pembiayaan dan bahan penyajian data clan 
informasi di bidang pengernbangan Infrastruktur 
wilayah, sarana dan prasarana; 

e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan 
pengenclalian di bidang pengembangan lnfrastruktur 
wilayah, sarana clan prasarana; 

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi clan pelaporan 
di biclang pcngembangan lnfrastruktur wilayah, sarana 
clan prasarana; 

g. mcnyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Pengembangan lnfrastruktur 
Wilayah; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja 
anggaran Sub Bidang Pengembangan lnfrastruktur 
Wilayah. 
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(1) Sub Bidang Sosial Budaya. Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dan Pemerintahan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 28 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas: 
a. menghirnpun pedoman dan petunjuk teknis, 

mefaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian 
dan pengembangan, meliputi aspek-aspek sosial, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga, 
pariwisata, pernberdayaan masyarakat, transmigrasi, 
dan tenaga kerja, pernerintahan desa, otonomi daerah, 
pernerintahan umum, kelernbagaan, ketatalaksanaan, 
aparatur, keuangan dan aset dacrah, reformasi 
birokrasi, ketertiban dan ketentraman urnum dan 
perlindungan masyarakat; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang penelitian bidang sosial budaya, pemberdayaan 
masyarakat desa dan pemerintahan; 

Pasal 29 

( 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas : 
a. Sub Bidang Sosial Budaya, Pernberdayaan Masyarakat 

Desa dan Pemerintahan; 
b. Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan 

Hidup dan Pembangunan; 
c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan 
Pengembangan. 

Pasa128 

Dalam rnclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 26 ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan 
mcnyelengga.rakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan 

pengembangan; 
b. penyusunan perencanaa program dan anggaran bidang 

penelitian dan pengembangan; 
c. pelaksanaan penclitian dan pengembangan di 

pemerintahan daerah; 
d. pclaksanaan pengkajian kcbijakan lingku p urusan 

pemerintahan daerah; 
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di dacrah; 
g. koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan lingkup pernerintahan daerah; 
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan 

daerah. 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Sadan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 27 
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c. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program 
dan rencana kerja anggaran Sub Bidang Sosial Budaya, 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan; 

d. melaksanakan kegiatan penelitian bidang sosial budaya, 
pemberdayaan masyarakat desa clan pemcrintahan; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang 
penelitian sosial budaya, pernberdayaan masyarakat 
desa dan pemerintahan; 

f. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan penelitian 
bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa 
clan pcmerintahan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pcnelitian bidang 
sosial budaya, pemberdayaan masyarakat desa dan 
pernerintahan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi 
penelitian bidang sosial budaya, pernberdayaan 
rnasyarakat desa dan pernerintahan; 

1. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di 
bidang penelitian clan pengembangan ekonomi, 
pemerintahan, politik, sosial dan budaya; 

J. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan dan pcngendalian di bidang penelitian 
bidang sosial budaya, pemberdayaan rnasyarakat desa 
dan pemerintahan; 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
di bidang penelitian dan pengembangan ekonorni. 
pcrnerintahan, politik, sosial dan budaya; 

I. menyiapkan bahan pcnyusunan laporan realisasi 
anggaran Sub Bidang Sosial budaya, Pembcrdayaan 
Masyarakat Desa dan Pemerintahan; 

m. menyiapkan baha.n pcnyusunan laporan kinerja 
program Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Pemerintahan. 

(2) Sub Bidang Ekonorni, Sumber Daya Alam, Lingkungan 
Hidup dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (I) huru f b, mernpunyai tugas: 
a. menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, 

melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian 
dan pengcmbangan yang meliputi aspek-aspek 
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah 
perindustrian, perdagangan, badan usaha milik daerah, 
pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, energi, 
sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, 
perkcbunan, pekcrjaan umurn, perhubungan, 
perurnahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang 
dan pertanahan serta komunikasi dan informasi; 

b. merumuskan kebijakan teknis penelitian di bidang 
ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan 
pernbangunan; 

c. menyusun rencana program dan rencana kerja 
anggaran di bidang ekonorni, sumber daya manusia, 
lingkungan hidup, dan pembangunan; 
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d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan 
penelitian di bidang ekonomi, surnbcr daya manusia, 
Iingkungan hidup dan pernbangunan: 

e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan 
di bidang ekonorni, surnber daya manusia, lingkungan 
hidup clan pembangunan; 

f. melaksanakan pelayanan aclministratif penelitian clan 
pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya 
manusia, lingkungan hidup dan pembangunan; 

g. menyajikan data dan inforrnasi hasil-hasil penelitian di 
bidang ekonorni, surnber daya rnanusia, lingkungan 
hiclup dan pembangunan; 

h. rnelaksanakan pembinaan, pernantauan, pengawasan 
clan pengendalian di bidang ckonorni, sum ber daya 
manusia, lingkungan hidup clan pembangunan, 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi clan pelaporan 
pcnelitian di bidang ekonorni, surnber daya manusia, 
lingkungan hidup clan pembangunan; 

J. menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bidang 
Ekonorni, Surnber Daya Alam, Lingkungan Hidu p clan 
Pembangunan; 

k. menyusun laporan kinerja program Sub Bidang 
Ekonomi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 
Pernbangunan. 

(3) Sub Bidang Inovasi clan Teknologi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat { l) huruf c, mernpunyai tugas : 
a. menghimpun pctunjuk teknis dan bahan pclaksanaan 

penelitian dan pengembangan, Iasilitas penerapan 
teknologi, pcrckayasaan, evaluasi, pelaksanaan kegiatan 
uji coba clan penerapan rancang bangun/model 
replikasi, invensi dan perumusan kebijakan terkait 
jenis, prosedur dan mctode penyclenggaraan 
pemerintahan daerah yang bersifat inovasi, penyiapan 
dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi hasil-hasil 
kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual di 
bidang inovasi clan teknologi; 

b. merumuskan rancangan kebijakan sistem inovasi 
Dacrah; 

c. menyusun rancangan program dan anggaran penelitian 
dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di 
bidang inovasi dan teknologi; 

d. rnenyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang bersifat inovasi: 

e. rnelaksanakan penelitian, pengembangan dan 
perckayasaan di bidang inovasi dan teknologi; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem inovasi daerah; 
g. melaksanakan pembinaan dan penguatan sistem 

inovasi daerah: 
h. rnelaksanakan koordinasi dan fasilitasi publik hasil­ 

hasil penelitlan di bidang inovasi dan teknologi; 
1. rnenyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan penelitian dan pengernbangan 
pemerintahan daerah serta fasilitasi dan penerapan di 
bidang inovasi clan tcknologi; 

- 18 - 



( l) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelornpok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelornpok .Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan. 

(3) .Jumlah Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1), ditentukan berdasarkan kcbutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 32 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan scbagian tugas teknis dinas sesuai bidang 
keahliannya. 

Pasal 31 

Bagian Kesernbilan 
Kelompok Jab.atan Fungsional 

( 1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah u nsur pelaksana 
tcknis dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Tcknis Sadan berada di bawah clan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Badan, 

(3) Unit Pelaksana Tcknis Badan dilengkapi dengan Tata 
Usaha dan .Jabatan Fungsional yang bcrada di bawah dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Unit Pclaksana Tcknis 
Badan. 

(4) Ketentuan rnengenai pernbentukan clan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pclaksana Teknis Badan diatur 
Jcbih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan sccara tertulis kcpada Gubernur Sulawesi 
Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

PasalJO 

J. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan 
diseminasi hasil-hasil penelitian dan pcngembangan 
bersama clengan lembaga lainnya; 

k. mengajukan rancangan naskah dinas yang untuk 
dikoreksi dan ditandatangani oleh pimpinan untuk 
proses lebih lanju t; 

I. menyusun pelaksanaan ktnerja berdasarkan capaian 
kinerja sebagai bahan -evaluasi: 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kcpada atasan 
baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban dan bahan masukan pelaksanaan 
tu gas selanju tnya. 

Bagian Kedelapan 
Unit Pelaksana Teknis Badan 
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Dalam menyampaikan laporan, tcmbusan wajib disampa.ika.n 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 38 

Setiap Iaporan yang diterima oleh Kepala Badan dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagal bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanju t dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

PasaJ 37 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub 
Bidang wajib mcngikuti dan mernatuhl petunjuk dan 
bcrtanggugjawab pada atasannya masing-rnasing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 36 

Kepala Badan, memimpin dan mengoordinasi bawahannya 
masing-rnasing dan membcrikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 35 

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
rnasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan scsuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn 
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sadan, Sekretaris 
dan Kepata Bidang rnenerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Setiap pernimpin satuan organisasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan 
melekat. 

Pasal 33 

BABY 
TATA KERJA 
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( l) Kcpangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam 
jabatan struktural dilingkungan Sadan, berpedoman pada 
peraturan pcrundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Sadan diangkat dan diberhe ntikan oleh Bupati atas 
usul Sekretaris Daerah. 

{3) Kepala Sadan merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Sadan merupakan jabatan eselon Illa atau 
jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Sadan rnerupakan jabatan eselon 
Illb atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepa1a Sub Bidang lingkup Badan 
merupakan jabatan eselon lVa atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV 
atau jabatan pengawas dilingkungan Badan diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati alas usu! Kepala Badan melalui 
Sekretaris Daerah. 

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sadan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan 
olch Pemerintah. 

Pasal 42 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELON!SASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 41 

(1) Dalam hal Kepala Sadan berhalangan, Sekretaris 
rnelakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Da1am hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Sadan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Sadan. 

Pasal 40 

Da1am melaksanakan tugas, Kepala Sadan dibantu oleh Kepa1a 
Satuan Organisasi bawahannya dan da1am rangka pernberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala, 

Pasa1 39 
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Pembina, Gol. IV/ a 
19800317 200003 I 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM. _,_ BERl1'A 0/\ERAH Ki\RUPATEN KOLAl{A TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 44 

SAMSUL BAHR1 MADJID 

ttd 

Plh. SEKRETARJS DAERAH 
KABU?ATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desembcr 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ltd 

BUPATl KOLAK/\ TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggaJ 7 Dcsember 2016 

Peraturan Bupati ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang rnerigetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupatcn Kolaka Timur. 

Pasal 44 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 
Sadan Perencanaan Pernbangunan Dacrah Kabupaten Kolaka 
Timur (Berita Daerah Kabupatcn Kolaka Timur Tanun 2015 
Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidal, berlaku. 

Pasal43 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pembina, Go!. IV /a 
198003 l 7 200003 1 001 

TOJ\<'Y HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEP AB GIAN HUKUM, 

KEPALA BADAN 
I 

I 1 KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS 
FUNGS!ONAL I 

• 
SU BAG. 

. 
PROGRAM 

SU BAG. SUBAG. 
KEUANGAN& UMU& 

PERLENGKAPAN KEPEGAWAIAN 

I I 
Bl DANG Bl DANG Bl DANG Bl DANG 

EKONOMI SOSIAL BUDAY A & PENGEMBANGAN PENELITIAN & 
PEMERINTAHAN WlLAYAH, SARANA & PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

• • • • 

SUBID. SUBID. SUBID. SUBID. 

- - - - SOSIAL BUDA YA. 

PENGEMBANGAN SOSIAL & BUDAYA PENATAAN RUANG PEMBERDAYAAN 

OUNIA USAHA 
MASYARAKATOESA 
& PEMERINTAHAN 

SUBID. SUSIO. SUBIO. SUBIO. 

- EKONOMI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP - EKONOMI, SDA, 

PRODUKSI SUMBEROAYA LINGKUNGAN HIDUP 

MANUS IA & PEMBANGUNAN 

SUBID. - SUBID. - SUBID. - SUBID. 

PENGELOLAAN PEMERINTAHAN & PENGEM9ANGAN INOVASI& 

SUMBBER DAYA KESEJAHTERAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI 

ALAM RAKYAT 

UPTB 

BAGAN STRUKTUR ORGAN!SASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN DAERAH I<ABUPATEN l<OLAKA TIMUR 
: 44 TAHUN 2016 
: l<EDUDUI<AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA 
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SADAN PERENCANA.A.' 
PEMBANGUNAN DAERAG, PENELlTIAN DA 
PENGEMBANGANKABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

LAMPI RAN 
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TENT ANG 
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